
BUPATI LEBONG 

PERATURAN BUPATI LEBONG 

NOMOR 3:2 TA.RUN 2014 

TENTANG 

PElfftlSUlfAJf STANDAiR PELAYANAII PUBLJK KABUPATEN LEBONG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

Menlmbang : a . bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, 

efektifitas, i.ransparaosi dan akU.otabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

masyarakat, maka diperlukan Standar Pelayanan 

Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Bupatl tcntang Pedo111an 

Penyusunan Standar PeJ:ayarum Publlk dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lebong; 

I. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Pembeorukan Kabupacen Lebong dan K.abupaten 

Kepabiang d1 Provinsi Bengkulu {Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 

Lemb.aran Negara Rcpub!Ik Indonesia Nomor 4349); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahuo 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korups1, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 1999 Noroor 75. Tam bah an Lembaran 

Negiu,, Republik Indonesia Nomor 3851); 



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerint:ah Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 1'ambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

seba,gairnana teJah diu bah bebcrapa kali, Lerakhlr 
deng,an Undsnc-1/ndang /1/omqr /2 To.bun 2008 tentang 

Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang l'fomor 32 

Tahu11 2004 tentang Pemerintab Oaerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik !Indonesia 
Nomor 4844J; 

4. Undang-Uodang Nomor 25 Ta.bun 2009 i.entang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

lndon-esia Tahun 2009' Nomor 112, Tamba.ban 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5()381: 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembeatukan Peraruran Perundang-lJndru,gan 

(Lembaran Negara RepUbLik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Peratu.ran Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pemba:gian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemetintah Daerah Provlnsi, dan Pemeriotah. Daerah 

Kabup.aten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Trunbaban Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. lnst:ruksi Presideo Nomor I Tabun 1995 tentang 

PerbaJKaD dan Peningkatan Mutu PeJayanan Aparatur 

kepada Masyarakat; 

8. Peraturan Menteri Oalam N'egeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produ:k Hukum Daerah; 



Menetapkaa 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Noroor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Pelay8.DAJ;l Publik: 

10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Ap,i.rarur 

Negara clan Reformasl Birokrasl Nomor 7 Tahun 20 I 0 

tenta.ng Pedoman PenOaian Kinerja UnJt Pelayanan 

Pl.lblik; 

11.Kepurusan Menteri Pendaya_gunaan Aparatur Ne~ 

Nomor : 63/KEP/M_PAl'f/7 /2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

IIEMUTUSKAN : 

PERATtlRA.lf BUPATI 

PEl'IYUSOJ(Alf STAIIDAR PELAYANAN PUBLIK PADA 

SKPD DIJJlfGKUlfGAN PEMERJJll'TAH KABUPATB l'I 

LEBOJIG 

Paaal 1 

Pedoman Penyusunan Standa:r Pelayanan Publik 

Kab11paten Lebong sebagaimana tercantum daJam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah.kan dari 

peraturao inL 

Paaa.12 

Pedoman penyusunan St:andar Pelayanan Publik 

Pemerintah Kabupaten Leboag sebagaimana tercantum 

dalarn lampiran Ptraturan Bupati ini diguna.kan scbagai 

acuan bagi seluruh Sau1an l<erja Perangkat Daerah 

(SKPD). Badan Usaha Mil.ik Daerah (BUMD) dan Pusat 

l<esehata.n Masya.rak.at (Puskesmas) yang ada di abupaten 

Lebong. 



Puat3 

Lsmpiran. Peraturan lni bersifat dinamis dan dapat 

dlkembanglu\n sesuai dengan kebutuhan serta 

perkembangan tuntutan peningkatan kualltas pelayanan 

publik. 

Pua14 

Pelaksanaan lebih Janjut darl Peraturan Bu pati ini 

di~tapkan oleh mas!ng-masing pemblna teknis 

penyelenggata pelayanan publik. 

Po,aal S 

Peraturan Bupati JnJ mulal berlaku psda tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan 

orang mengetabuinya. Mcmenntahkan 

Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalain Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Di.tetapkan di Tubei 
pad a tanggal /9 ~ .. ~,,- 2014 

A,BUPATILEB~~ 

j H. ROSJONSYAJI 

Oiundangkan di Tubei 
pada tanggal o9 Jat«.-.w2014 
PJt. SEKRE1'ARJSDABRAB KABUPATEN LEBOl'IG, 

H. JOHN FERIANTO, S.Soa. MM 

BERl'I'A OAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 

P''''l' "J p·o·u·, i.11"LII i...•,1,. R"1 fl IJ (\ 1iUt\ I 

• ij.6UfAlEN lEBGllG' 



LAMPIRAN PERA '!'URAN BOPATI J..£BONG 

NOMOR • -at TAHUN 2014 

TANG<lA.L. : /!J frr,,,,.w 2014 

PEDOMAN PENYUSUNJUI STAIIDAR PELAYANAN PUBLIX 

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 

I. P&1'DAHIJLUA!r 

A. Latar Belabng 

Bahwa penyelengganuu, pelayanan publik dalam beberapa ha! 

belum berjalan se0<1gairoaoa !lihar!lpkan. Hal ini terllhat dari roasih 

adanya keluban dan pen~uan masya.rakat. bail< disarnpaikan 

Jangsung kepada pemberi p,elizyanan maupun melalui media massa. 

Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan komitmen yang iegas clan 

jel.as dari pimplnan unit pclayanM publil<. 

Sehubungan cfengan hal tersebut Bupati Lebong menetapkan 

pedoman Penyust1nan Standar Pelayanao Publik Pemerintali 

Kabupaten Lebong guna sebagal acuan dalaro penirtgkatan kualit!\S 

pelayaoan publik efekti! dan efisien. Stander Pelayanan Publl.k lni 

wajib -dimiliki oleh setiap unit pelayanan uotuk digunakan sebagai 

pedoman. baik bagi pcmberi pelayanan maupun penerim.a 

pelayanan. 

8.. Mabud dan Tujuan 

l. Maksud Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publlk 

Pemerintah Kabupaten Lebong ini yaitu sebagai acuan bagl unit 

pelayanan ins.tansi pemerintah daJam peeyusunan stander 

pelayanan publlk. 

2. Tujuan Pedoman Penyusunan Standar PelayanBD Publik 

Pemerintah Kabupaten Lebong ini yeitu mendorong tersusunnya 

Standar Pelayanan pada setiap unit pelayanan agar 

pe.nyelenggaraao pelayanan dapat berjalan lebih balk, 

C. Suaran 

Sasaran pedoman ini adalah agar penyelengga.raao pelayanan 

pu blik pad a setiap unit pelayanan didasarkan pada standar 

pelayanan 



-

D. R....,_ LlJ>Ckup 

Ruang lingkup pedoman ini meltpuo _pnnsip penyusunan standar 

pelayanan; komponen srandar pelayanan: langkah-langkah 

penyusunan standar pelayanan; pemantauan dan pengendalian 

kualltas pelayanan. 

E. Pen&ertlan Umum 

Dalaro Peraturan Bupatlini yang dimaksud dengan : 

(1) Daerah adalah Kabupaten l..ebong; 

(2) Pemerintah Daerah adalah Pem,enntah Daerah Kabupaten 

Lebong; 

(3) Bupati adalah Bupati Lebong: 

(4) Sekret3ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong; 

(5) Satuan Kerja Peran&J<at Daerah yang selanjutnya d.isingkat 

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 

Pem_erintah Kabupaten Lebong; 

(6) Unil Kerja adalab unil kerja dari level tertinggl sampai level 

Lerendah pada SKPD yang berada dt"bawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala SKPO; 

(7) Pelayanan Publik adalah kegiat:an atau rangkaian kegiatan 

dalaro rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesu&i dengan 

peraluran perundang-undangan hagi setiap warga negara dan 

pendudok atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh pe!lyeJenggara peJayru,an pu blik. 

(8) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara adalnh setiap i.Iiscitusi penyelenggata negara, 

korporasi, lembaga i.Iidepeoden yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang untuk kcgiatan pelayanan publik dan badan 

hukum lain yang dibenluk semata-roata untuk kcgialan 

pelayanan publik. 

(9) Standar pelayanan adalah rolok ukur yang clipergunakan 

sebagaj pedoman penyelenggaraan pelayanan clan acuan 

penilaian kualltas pelayanan se-bagal kewajiban dan janji 

p,enyelenggara kepada masyarakat dalaro rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, 



II. PRINSIP PEHYUSUNAN STANDAR PELAYAIIAN 

Penyusunan standar pelayanan pubhl< harus memperhat:J'Jcan dan 

m<:nerapkan prlnsip-prlnsip standar pel!ayanan sebagal acuan den 

ukuran yang haru& ditaati oleh peayelenggara dan penerima pelayanan, 

yang metipuU: 

(1) Konaensu , artinya stander pelayaaan yang ditecapkan merupakan 

komitmcn daJl has.il kesepakatan bersama antara pimpinan dan staf 

unit pelayanan dengan memperhatikan sungguh-songguh 

kepentingan pjhak yang berkepentingan swta, mengacu kepada 

norma atau peraLuran yang Lelah acla. 

(2) S..derhana , artlnya standar pelayanan yang ditetapkan m!'l]luat 

aturan-aruran yang bersifat pokok selningga mltdah dipahami dan 

dilaksanakan, ba.ik oleh petuga.s pemberi layanan ni.aupun oleh 

masyarakat, 

(3) Kollkdt , artinya stander pelayanaa yang ditetapkan berslfat nyata 

danjclas untuk dilaksanakan. 

(4) Muda.h diuku.r , artinya staadar pelayanan yang dftetapk.an dapat 

diukur impler:mmtasinya, bail< yang lbersjfat teknis maupun non 

teknis. 

(5} Terbulla , artinya stander pelayana,,n yang dltetapkan bersifat 

terbuka untuk mendapatkan saran dan masukan untuk 

p!!nyempumaan, 

(6) Tetj• ngk•11 , artitiya stander pelayanan dapat dilaksanakan secara 

bail< dan benar, balk oleh petugas pembed layanan roaupun oleh 

masyarakat yang meneJ'ima pelayanan. 

(7) Dapat cllpertanccungjawabkan , artinya bal-hal yang diatur dalam 

standar _pelayanan dapat dipertanggungjawabkan secara nyata 

kepada pihak.-pihak yang berkepentingan. 

(8) Mempunyal bataa waktu pencapalan , artinya standar p,elayai1an 

dapat roemberi.kan. ketepatan waktu b-agi pencapaian hal-bal yang 

telah diarur dalam staodar pelayanan. 

(9) Berke slna.mbungan , artinya standar pelayanan yang ditetapkan 

dapat terus- menerus dlsempurnakan sesuai dengan perkembangan 

dan tuntul.tln peningkatan kualitas pelayanan. 



ID. KOMPONEN STAlfDAR PELAYAil'Alf PlJBLllt 

Dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus d idasarkAn pada 

standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib dit'aati 

oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan. 

Komponen standar pelayanan publik sekurang-kurang,tya meUputi : 

( II Dasar hukum pelayanan, yaitu pera-turan perundang-undangan 

yang menjadl dasar penyelenggaraan pelayanan. 

(2) Pcrsyaratan ~lay,!lllan, y_aitu syarat-sya.rat yang harus dipenuhl 

datam pengurusan sesuatu jenis pelayaoao, balk persyaratan 

teknis maupun ad minisb-atiL 

(3) Slstem, mekanisme dan prosedur, yaitu sistem, mekaniame clan 

tata cara yang dibakukao bagl pe.mberi clan penerfma pelayanan 

tc1masuk pengaduan. 

(4) Jangka waktu penyele88.lan, yaitu Jangka waktu yang dipe:rlukan 

uotuk menyelesaikan seh.Jtu.h proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayaoan. 

(5) Biaya/larif pelayanan, yaitu besaran biaya/tarif pelayanan yang 

harus dibayarkan oleh penerima pelay.anan. 

(6) Produk pelayanan, yaitu basil pela.yanan yang akan diterima 

sesuai dengan ketentuan yang Lelah ditetapkan. 

(7) Sarar,a, parasarana dao/atau fasilitas. yaitu fasilitas yang 

dlpe.rlukan dalaro penyelenggaraan pelayanan, termasuk. fasilitas 

pelayanan bag! penyandang cacat, masyarakal lanjut usia, wanita 

bamil dan anak-anak. 

(81 Kompetensi pelaksana pelayMan, yaitu kemampuan yang harus 

dimiliki oleh petugas. meliputi pengetabuan, keahlian, 

kererampilan, slkap dan prilaku. 

(9) Peng».wasan inte.ma.l, yaitu tata cara pelal<$1l11Jlall peragawasan 

iotcrnal penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 
( I 0) Penanganan pengaduan, !laran dan nl8.SUkan, yai tu tata ce.ra 

pelaksanaan peoanganan pengaduan, darl penerimaan pengaduan 

sampai penyelesalan pengaduan , termaauk saran dan masukan 

yang cliberikan. 
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( 11) Jumlah pelaksana pelayanan, yai'b.i jumlah petugas yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

(12) Jaminan pelayanan, yaitu memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 

( 13) Jami nan keamanan <Ian keselamalan pelayanan. dalam bentuk 

komitmen untuk memberikan rasa amen, bebas dari bahaya dan 

resiko keraguao; dan 

(14) Evaluasi kinerja pelaksana, yaitu mengevaluasi penyelcoggaraan 

pelayana,n sesuai dengan visi clan misi pclaya,nan tennasuk 

barapan yang ingin dicapai. 

IV. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUl'fAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK 

Stander pelayanan disusun dan dipublll<asikart kepada ma syarakai 

sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Penyusunan 

sta!idar ~m)'MM dilalrukan melalui langkah·lllJlgkah , sebagai berik1.lt;: 

A. Analisis ha Kondial 

Untuk memperjelas kewenangan yang dimi1iki oleh suatu unit 

pelayanan, sekaligus meliba1 -perlu tidaknya dilakukan kembali 

pengaturao kelembagaan pelayanan. Proses analisis ini dapa1 

dilakukan melaluf beberapa pertanyaan sebagal berikut : 

I) Ke..,-enaogan apa saja yang dimilil<i oleh organ.isasi? 

2) Bagaimana bentukkelembagaaa pelayananyang-adasaat ini? 

3) lnstansi man a saja yang terka.it dengan pelayan an ya.ng 

diselenggarakan ? 

4) Apakah ada peraturan yang jelas terkail dengan kewenangan 

yang dimll!ki ? 

B. Identlflkasi Jonis Pelayanan clan Pelanggan 

Unt\lk mengetah11i jenis-jenis pelayanan yang dapat dilakukan oleh 

unit-pelayanan dan aiapa saja yang menjadi pelanggan dalam setiap 

jenjs pelayanan 1ersebut. ldentifikasi dapat dilakukan melalui 

beberapa -pertany!l.llJ1 yang berkaitan dengan : 

1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan sesuai dengan tugas 

fungsi, baik yang diberik;m kepada pclanggan, maupun kepada 

unit lain secara Internal dalam insttansi rersebut. 

2) Dasar hukum diselenggarakannya pelayanan-pelayanan 
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tersebut. 

3) Pelanggan yang merasakan langsung hasil pelayanan. 

4) Pelanggan yang secara tidak langi1ung merasalam basil 

pelayanan. 

51 Pelanggan internal yang dlla,yani. 

6) lnstansi lain yang juga menjadi pelanggan. 

c. Jdentiflba hatapan peJ.anUan 
Unmk m~ngctahu i harapan pelanggan terkait dengan kualiras 

pelayanan, tingkat kepuaaa.n pelanggan saat ini dan hru-apan di 

masa yang akan darang, serta perubahan-perubaha:n yang 

diioginkao pelanggan melalui survey terhadap pelangg.m clan 

diskusi dengan seluruh staf yang terlibat langsung dengan 

pelayanan. 

Pertanyaan-permnyaan dasar yang harus diketahui antara lain: 

1) Bagaimana pelayanan yang selarna ini telah dilakukan terkait 

dengan prosedtrr, biaya, persyaratan dan waktu pe:m.berlan 

pelayanan. 

2) Apa samn dari pelanggan untuk perbaikan kualitas pelayanan 

di masa datang. 

3) Apa aaja yang menjadi kebutuhan pelanggan terhadap 

pe}ayanlln yang diberikan oleh unit pclayanan. 

I), ldentlfikaai vial dan mlal pclay1111an 

Untuk memberikan arah yang jelas bag{ unit pele,yanan dalam 

menghadapi berbagai peluang dan rantan_gao yang dihadapi !jesuai 

dengan kemampuan intemal yang dimiHJd. 

Visi pe!ayanan merupakan gambaran masa mendatang yang 

realistik mengenw pelayanan yang ingin dlwujudkan dalam kuru.n 

waktu tertentu. 

Misi pelayanan merupakan pemyataan hal-bal yang harus 

dilakukan oleh organlsasl dalam menjalartkan tugas dan fungsinya. 

Kriteria yang haru.s dipenuru dalam proses ini antara lain: 

1) Menyebutkan d.engan pastl pelayanan yang akan diberikan clan 

ditawarkan kepada pelanggan. 

21 Memberi.kan spesifikasi pelangga.n yang menjadi sasaran 

pelayaoan. 
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tersebut. 

3) Pelanggan yang merasakan langsung hasil pelayanan. 

41 Pelanggan yang secara tidak langsung merasakan ~ii 

pelayanan. 

5) Pelanggan intecnal yang dilayani. 

61 lnstansi lain yangjuga menjadi pelanggan. 

C. ldentJfika•I 'ianpan pelanuan 

OnLuk mengeLahu.i harapan pelanggan terkaiJ dengan kualitas 

pelliyanan. tlngkAt kepuasan pelanggtiii SM.l Jni dan harapan di 

masa yang akan datang, serta perubahan-perubahan yang 

diinginkan pelanggan melalul survey terhadap pelanggan dan 

diskusl dengan seluruh star yang Lerlibat langsung dengan 

pelayanan 

Pertanysa:n-perte.nyaan dasar yang harus diketahui antara lain: 

ll Bagalmana pelayanan yang selama ini telah dilakukan terkait 

dengao prosedur, biaya, persyara.tan dan waktu pemberian 

pelayanan. 

2) Apa saran dari pelanggan untuk perbail,an kualitas pelayanan 

di masa datang. 

3) Apa saja yang menjadi kebutlllhan pelanggan terhadap 

pelayanan yang diberikan olch unit pelayanan. 

D, Idcntlflkasl vial dan mial pclayanan 

Ontuk memberil<an arah yang jelas bagi unit pelayanan dat.i.m 

menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapl sesuai 

dengan kemampuam internal yang dirnili)cL 

Visi pela,yanan merupakan gambaran masa mendatang yang 

realistik mengenai pelayanan yang ingin diwujudkan dalam kurun 

waktu tertentu. 

Misi pelayanan merupakao pemyataan hal-hal yang harus 

dilaku.kan oleh organisasi dalarn menjalankan tugas dan fungsinya. 

Kriteri.a yang harus dipenum dalam proses ini antara Jain: 

lJ Menyebutkan dengan pasti peleyanan yang akan diberiJ<an dan 

ditawarkan kepada pelanggan. 

2) Memberikan spesifi.kasi pelangg;, n yang menjadi sasaran 

pelayanan. 
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3) Mencantumkan sttategi yang digunakan untuk mencapa1 vtsi 

pelayanan . 

.E, AneHeia PN>H• du Pfo:sedur, Persyaratan, Sarana dan 

Pra,..,ana, W alrtu dan Biaya Pelayanan. 

I) Analisis proses dan prosedu r 

Untuk mengetahul prosedur pelayanan langsung kepada 

pelanggan dan proses pengelolaan pelayanan, tennasuk peran 

tiap-tiap petugas dalam menyelesaikan pe!ayanan. 

2) Analisis persyaratan 

Untuk mengetahui hal-hal yang harus d!pe:nuhi oleh pelanggtl.!I 

untuk mcndapatkan pelayanan, tennasuk biaya yang harus 

dibayar oleh pelanggan. 

3) Analisls sarana dan prasarana 

Sarana pelayanan merupakan berbagaj fasilitas yang diperlukan 

dalam rangka ·membcrlkan pela_y~man, ·terdiri atas : 

a. Sara:na utama, yaitu sarana yang barus disediakan dalam 

rangka proses pelayanan, meliputi : berl>agai formulir, 

fasilltas, pengolahan data dan fasilitas telekomunikasi. 

b. Sarana pendukung, yaitu fas! litas yang pada u mumnya 

dised.ia.kan dalam rangka mendukung pelaksanaan 

pelayanan, antara lain : penyediaan fasilitas ruang tuoggu 

yang nyaman. penyedlaan layanan antaran dan lain-lain. 

Prasaraaa merupakan bcrbagai fMilitas yang mendukung 

sarana pelayanan, entara lain l:>erupa jalan menuju kantor 

pelayanan, instalasi listrik dan aebagainya. 

4) Analisis waktu pelayanan 

Untuk mengetabu.i waktu yang dibutuhkan untuk melayani satu 

jenis pelayanan sejak awal -pelanggan menemul petugas 

pelayanan sam.-pai dengan penyelesaian pelayanan. 

5) Analisi,i biaya pelayanan 

Untuk mengetahui anggaran yang perlu dialokasikan 

pemerintah unruk mendukung pelaksanaan pelayanan, 

mempermudah pengajuan anggaran dan 

pertanggungjawabannya serta jumlab biaya yang barus 

dikeluarkan pelanggiu, untuk setiap pelayanan. 
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Biaya pelayanan dibedakan atas : 

a. Biaya yang dibebankan kepada pelanggan, dimana pl'OllC'J 

penenruannya clilaktikan berdasarkan peracuran yang 

berlaku. 

b. Biaya yang dikeluarkan untuk proses pengerjaan pelayanan 

yang dibebankan pada anggaran unit pelayanan yang 

bersangkutan. 

F. Aual.lala Kuallfikul PeraonU clan Ke terkaltan dengan Standar 

Pelayanan yang lain 

1) Analisis kualifikasi personil 

Untuk mengetahui kualifikasi pegawai dan kebutuhan 

pelatiban pegawal dalaro melaksanakan perannya pada proscdu r 

yang distandarl<an, 

2) Analisis keterkaltan 
Vntuk m~ngeu..bul keterkaitan standar pelayanan yang disusun 

de.ngan standar pelayanan lain yang distandarkan. 

G. Penentuan Mek:an.lame Pongadll&Jl 

Untuk mengetahuJ: apa yang diharapkao oleh pelanggan dan dapat 

be)<erja sruna dengan mereka dalaro mewujudkan pelayanan 

berkualitas. 
Langkah-langkah yang dapat dllakukan dalam membangun 

mekan.isme pcngaduan adalah : 

l) Penempan loka.si dan media penga.duan 

Lokasi barus ak.sesibel (roudah terjangkau), terlihat dengao 

jelas, strategjs dart diinformasikan kepada masyarakat. 

Medianya juga harus disesua.il<an dengan kebutuiban dan 

ketersediaan sarana dan prasarana, millalnya loket pcngaduan. 

telepon. SM S, e-mail. faksimili, surat dan kotak 

pengaduan/saran, atau hotline service. 

2) Pengembangan sistem penerimaan, -pcncatat dan. 

pendokumentasian pengaduan 

31 Pembuatan sistem pemrosesan dan pengolahan data pcngaduan 

4) Pemlliban metode penyelidikan dan anaUsis data pengaduan 

5) Pengembangan sistem penyelesaian masalah dan tindak Janjut 

6) Pengcmbangllll s.isten pelayanan 



H. Peng .. m••n da.n penyajlan sta.ndar pe.layana.n 

Standar pelayanan yang disusun, perlu dlkemas dan disajikan 

deogan bahasa yang mudah dimengerti berbagai kalangan dan 

mmarik JJ"fhatian orang. 

V. PEMANTAUAN DAN PENGEIIDALIAN KUALITAS PELAYANAN 

Penerapan standar pelayanan perlu secara terus menerus dipantau 

im.plemmtasinya. f't'mantauan tidak haoyai teckait dengan sejauh mana 

pelayanan Lelah -inemenubi standar pelayanan yang ditetapkan, tetapl 

juga terkait dengan aspek-aspel< manajemen sejauh mana unit 

pe.layanan secara konslsten menghasllkan pelayanan yang sesuai 

dengan standar pelayanan dimaksud. Jika proses pemantauan in.i 

dlperoleh suatu penyimpangan, maka dengan eepat pihak unil 

pelay.anan dapat melakukan tindakan-tiindakan pengendalian 11gar 

proses pela)'llJWl ®pat terap menghasilkan pelaya.nan yang ses\Uli 

dengan standar. Pros.ea pemantauan dan pegendalian sang.al perlu 

dllakukan antma lain karena adanya kecenderungan-keeenderungan 

perubahan masyarakat pelanggi,.n yang selalu menghendaki perbaikan 

kualitas pclayanan dru:i waktu _ke waktu, perubahan lingkungan 

internal, maupun ekstemal dan perkembaJlgan teknologi. Upaya 

peroaotauan dan pengcndalian dilaku.kan melalui penghfmpunan 

masukan-masukan dari masyarakat. Balk melalui pengaduan 

masyarakat maupun survey yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana kepuasan masyarakaL Pemaotauan dan peogendalian dapat 

dilakukan malalui earn-cam pemberian penghargaan dan sanksl 

(re.ward dan punishment). Pemberian penghargaan dan sanksi 

dilakukan w1tu k menjaga dan motivas1 seluruh jajaran pegawai agar 

tetap taat pada aturan-atura:a yang telah ditetapkan untuk xnenjamin 

kansistensi proses pelayanan. Deng;m melaku kall pemaotauan dan 

pengendalian kualitas pelayanan tersebut, pada akhimya akan tercipta 

peningkatan kepuasao pelayanan serta berbagai keuntungan bagi unit 

pelayanan dalam m-enciptakan pelayaoan prima yang berkualltas 

sesuai dengan standar pelayanan publik. 



VI. LEMBAR KERJA PENYUSUNAN STAJIDAR PELAYANAB 

A. Analla!• Pra Koncllal 

1. Bagai.mana bentuk kelcmbagaan yang ada saat lni? Proses ini 

dapat dilakukan dengan menganalisa struktur kelembagaan 

yang dimi1ikf? 

2. Apakah tcrdapat peraturan -pelayanan yang je\as terka:it dengan 

kewenangan yang dimillki ? 

3. Inst.ansi mana saja yang terkaJt dengan peJayanan yang 

diMJenggarakan? 

4. Apakah strukt:ur kelembagaaan ]lang ada sudah memudahkan 

proses pengelolaan pelayanan? 

Proses identi.likasi tersebut qapat dilakukan dengan menggunakan 

lembar kerja dibawah int 

Lembar Kerja I : 

ldentifikasi Tu gas .Fungsl, Kewenagan clan Oasar Hu kum 

so. Tnpalunpl X.Wea■apa DuarBalalm 

B. ldentlflka.t jenla pelayanan clan pelanggan 

l. Pelayanan-peJayanan apa yang diselenggarakan sesua:i dengan 

tugas pokok dan fung&i, balk yang langsung dibecikan kepada 

masyarakat, kepada instansi Jannya, maupun kepada unit lam 

secara lntemal dalam lnstansi? 

2. Apa dasar hukum yang menjadi acuan pen_yelenggara pelayanan 

tersebut? 

3. Siapa pelanggan atau pengguns pelayanan atau target pelayanan 

yang langsung merasakan basil. Jayanan? 

4 . Siapa pelangga,,, yang secara tidak langsung merasa.kan hasil 

layanan? 

S. Dalam kaitan dengan pclayanan internal, siapa pelanggan 

internal yang dilayani? 

Proses identifikasi tersebut dapat dilaku.kan dengan menguna.kan 



lembar kerja di bawah ini . 

Lembar kerja 2 : 

Bo Jama Pelayulaa ... .,.., .... 

C. ldentiflkaal Barapan Polanff&D 

~Blllmm Kete, .... 

l. Bagaimana Prosedur pelayanan? Biaya pelayanan., waktu 

pelayanan? 

2. Apakah saran dari pelanggan untuk perba.ikan pe)ayarum? 

3. Apa saja kebutuban pclanggan terkail dengan pelayanan yang 

diberikan? 

Proses identiflkasi tersebut dapat dila.kuJ<an dengan men-gunakan 

lembar kerja di bawah inl : 

Lembar kerja 3 : 

lfo I JenlaLa,....... 
11an1,_../Kellutuhan 

Pe 

D . ldenHOka•i Vial clan Miaf Pelayv.uan 

Larlgkah-Langkah untuk merumuskan vis.i pelayanan : 

-

L. Bentuklah beberapa kelompok/TJM sebagai perwakilan seluruh 

staf yang ada dala,n unit penyedia pelayanan; 

2. Pimpinan menjelaskan barapao-harapan yang ingin dica.pa.i olen 

organise.SJ melalui pelayanan yang diberikan; 

3. Kelompok bel<erja secara mandiri merumuskan visi pelayanan. 

Kcgjatan mcrurnuskan harus melihat dan mempertlmbangkan 

nilai-nilaJ yang berlaku pada Jingkungan internal dan eksternal, 

yang meliputl kekuatan dan kelemahan internal unit penyedia 

pelayanan, peluang dan tantangan, serta harapan-harapan 

masyarakat pelanggan; 



4 . Rumusan visi pelayanan dari beberapa kelompok dipresen ta111kan 

bersama dan dipilih atau diroodifikasi/dlrumuskan k~bali 

menjadi vis, pelayanan yang dillepakati semua kclompok. 

1,ang)<ab-Jangkah merumusklln tnisi pclayanan 

I. Ounakao kelompok yang sama keti"ka menyusun visi, untuk 

menyusu.o misi pelayanan; 

2. Seri kewenangan kepada kelompok tersebut untuk Qekerja secara 

roandiri roerumuskan ml~i pelayanan. Kegi.atan merumuskan 

harus mcncakup pelayanan y1U1g ak;an diberikan dan ditawarkan 

kepada pclanggan internal dan eksternal; 

3 . Rumusao misi 

dipresentasikan 

pelayanan 

bersama 

d ari beberapa kelompok 

dan dipilih a tau 

dimodifikas[/dirumuskan ke.rnbali menjadi misi pelayanan yang 

disepakati semua kelompok. 

Untuk membantu set.lap kelompok dalam merumus)u!.n Yisi dan 

mlsi, dapat digunakan lembar k<1rja sebagai berikul : 

Lcmbar Kerja4 

ldentifikasi Visi dan Misi Pelayanan 

VlBI I 
I 

11181 J 

I!:. Analisla PTo1les dan P.roaedur, Penyantan Pelayanan, Wair.tu dan 

Blaya Pelayanan 

I . Analisis Proses dan Prosedur 

Lang)<ah- langkah : 

• Lakl.lkan identifikasi langkah-Jang)<ah aktivitas dalam 

membetikan satu jenis pelayanan, mulai dari awal sampai 

dengan selesai pelayanan dilaksanakan. 

• ldentifikasi dimulai dari aktivitas yang d.ilakukan oleb 

pelanggan ketika akan mengajukan suatu jerus pelayanan 

terrentu kepada unit pcnyedia pelayanan. 

• ldentifikasi a.ktivitas proses pcngolahan pelayanan dimulai dari 

ketika petugas menerlma pelanggan yang akan mengajukan 



pelayanat1, aarnpai deng11n akuv!tas penyampruan produk 

pelayanan eetelah se~sai d1prosea oleh pihak unit perlyedia 

pelayanan. 

• Jika terdapat lebih dari satu jenis 

dilakaanakan. maka lakukan identifilmsl 

pelayanan yang 

langkah-langkah 

aktiv11as untuk eemua Jerus pelayanan tenebut. Makin sedilat 

aktivitas-aktivitu yang dilakukan daJam rangka pelayanan, 

ma.kin pendek pro!K'(lur yang dilalui, makin ccpat pelayanan 

yang dibenkan. 

• Buatlah alur proses seuap aktivitas terscbut secara sekuens 

Alur proses m.i nantfnya al<an merupakan alur yang harus 

dilalu1 oleh &«!Orang pelanggan dan alur untuk proses 

pengolahan pe)ayanan. 

2. Analisul Per.iyaratan Pdayanan 

Langkah meogidentlfikasl per11yanrtaJ1 pelayanan sanga1 

tergantung poda rumusan yang d1hasilkan pada 1dentifikaS1 

proses dan prosedur. Gunakan haail identifikaei diatas untuk 

m~nen1ukan persyaratan pada tiap-lllap aktivitas. Perlu dicermati 

bah .... -a persyara.tan pelayanan tidak hanya berupa dokumen 

(aurat•suratl tetapi termasu.k pula persyaratan dalam bentuk 

banmg maupun biaya. 

3. Analisis Saran dan Prasarana Pclayanan 

Langkah mengidentifika$l sara.na dan prasarana dilakukan 

dengan melihat hasd anntisis proses dan prosedur pelayanan 

diatas Gunakanlah hasil identifikasi proses dan pn>aedur untuk 

dllanjutkan identifikasi sara.na dan prasarana yang diperlukan 

pada tiap-tiap aktilitas pemberian pelayanan Tidal< eetiap 

aktifitas memerlukan sarana yang sama tergantung pada Jerus 

akt!fitas yang dilakukan. Pada tabs.pan ini eekahgus d1identifika.si 

apa yang menjadi sara.na utama dan at.au sara.na pendukung. 

4. Analiais Waktu dan Biaya Pela_yanan 

Langkah menenrukan waktu dan biaya pelayanan sangat 

tergantung pada ha&il analisia proses dan prosedur yeng harus 

dilakukan, haail analisis aa.rana dan prasarana yang d1miliki oleh 

organisasi pelayanan serta haail analisia harapan pelanggan. 



Gunakan hasil anab&s sel,,elumnnya untuk menentukan total 

wakt;u dan biaya pelayanan. Pada r;ahapan analisis biaya 

pelayanan perlu ditdentilkasl pula biaya yang dibebankan kepada 

pelanggan serta biaya yang dibebankan pada anggaran 

pemerintah. 
Untuk memudahkan proses identifikasi .ini dapat di\akukan 

dengan mempergunakan !em.bar kerja berikut : 

Lem bar kerja 5 : 
ldentilikasi Proses, Persyararan, Sarena Prasarana, Biaya dan 

Waktu Pelayanan •) 

Jehis Pelayanan; ...... .. .. .... , 

•• -- .... ., . .... ---- ho.club■• ,.. ..... 

F. Ana11sia Keterbl tan clan Ku■UOkalll Penonel 

1. Identifikasi Keterkaltan Standar PeJayanan 

Langkab.-langkah : 

.. ,. - ·-
I 

• Apakab terdapoat standar pelayanan lain yang te;rkalt dengan 

standar pelayar:>an yang sedang dlbuat? 

• Apakah terdapat organisasl / lnstansi pelayanan Jalnnya yang 

betada dalam satu wilayah kewenaogan yang memben1<11n 

pelayanan sejenis? 

• 1'erkalt dengan kewenangan yang dimilikl, apakah terdapat 

standar pelayanan instansi lain yang terkait dengan prosedur 

penyelesaian pelayanan kita? 

2 . Anallsis Kua.liltkasi Personel 
Langkah pelaksanaan anallsis kualifikasi personil ini dilakukan 

dengan menoermati proses yang telah dilakukan sebelumnya, 

sehingga dapat diketahui keterampilan dan pemabaman apa yang 

harus dimilild agar proses pemberian palayanan dapat terlaksana 

dengim ba.ik. 



Untuk mempennu.dah µ.o~ annbsis mi dapat dilakukan dcngan 

lllL'Ilggl.lllakaD lembar kerja berik-ut. 

Lembar Kt:rja 6 : 

ldentifikasi Kualifikasi Per,,onel dan Ketet"kaitan 

lfo Jea.lal,a K ·-el Keterlmit:IIA 

G. Penentuan Mekanlame l'engaduan 

1. Kegia.t.an yang harus dllakukan : mengidentilkasikan mekanisme 

pe.laksanaan pengaduan 

2. 1..angkah dalam mclaku.kan analisis pengelolaan 

kelu.han/pengaduan ini dapat diuimpuh dengan menjawab 

pertanyaan sebagal berikul : 

• Perietapan loka.si da.n media pengadu.an 
• Pengembangan sistem penerima.an dan pencatatan serta 

pendokumentas!an pengaduan 

• Penge.mbangan s istem pemrosesan dan pengolahan data 

peng;,.duan 

• Pemilihan metode penyelidikan dan analisis data 

• Pengcmbangan sistem penyelesaian masalab dan. tindak Janjut 

• Pengembangan sistem pelaporan 

B. Pe ng~m•sen daJ1 Peoyajlan 8taod■r P-.Jayanao 

I. K,:giatan yang barus dJlakukan dalam rahapan ini adalah 

menyusun format standar pelayanan. 

2. Langkah yang dilakukan dalam proses pengemasa.n standar 

pelayanan adala!h: 

• Mengjdl!l1tifikasi informasHnfonnasi penting yang diperoleh 

dad beberapa lembar kcrja yang tclah disusun pada tahapan

tahapan sebelumnya 

• Menentul.<an metodc penyajian standar peJayanan agar mcnarik 

danmudah dipaharoi bag! pengguna pelayanan 



• Ml"Tl)1Jsun "°" chan/Alur prolM"s pelayanan. apabila 
dipandang pmu 

Bcrikul Bentuk yang minimal harus ada dalam kemaaan standar 
palayanan · 

Lembar K('rja 7 
IIO. ....... 
I. Dasar Hukum_ ·1---------2 ~tan 

I - J Pelayan8!!..._ --1---------------1 3. Sistem. 
j J mekamsme, dan F +11:::,u~" -+---
~ J ~ ~esa.ian _ _ 
5. Bia ·a tArif 
6 . Procluk-i;. anan 
7 Sarena, 

prasamna, 
dan/atau faailitas_,_ ___________ _ 8. Kompetensi 

1--=---1-'~c,=lalcsana_ --+- _____ _ 9. Pcngaw11san 
internal ~10~.-+~P~enangonan --·t----------- -
pengaduan, 
sarantdan 
ma!!!,!!ln _ _ _ -+---------------1 I I Ju mlah ~sa Ol\ 

12. Jaminan 

I~!!!_ l 113. Jaminan 
keamanan dan I keselamatan 

--i{!layanan I 6.+7~~~~rja + ............................ = ......... . i Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuban urut 
penyelenggara pelayanan. bila dipandang perl\l. 

VD. PDOTOP 

A. Penetapan stander pelayanan publik untuk IIC.'tiap jenis pelay&ruu1 
dilakukan oleh pembina tekn•• unit pelayanan sesuai denga:n 
peraturan perundang•unclanpn yang berlaku berdasarkan usula.n 
pimp,nan unit yang bersangJcutan ~telah melal<lJkan pembahasan 



-

dm,gan masyaralcat tang 

beri<aiuu, dcngan jema pelayanan. 

B. Dengao d1te1apkannya pedoman pc,nyueunan standar pelayanan 

mi hendaknya di905iah!lalll'ltan kcpe4a masyarakat llgaT 

masyarakat mengetahui keberadaan standar pelayanan tersebut 

sehingga de.lam penerapannya masyarakat dapat 1kut 

berpartiaipasl dalam mengawasanya. 

C. Keberhasilan penyusunan standar pelayanan di lingkungiu, 

mstans, pemenntah d,tentukan oleb komltmen pembina tcknis 

umt pelayanan :publik beserta p,mpinan lnstansl yang memberikan 

pelayanan l«,pada masyaralcat.. 

D. Dalam mereahsasi.kan standar pelaynnan publik, seuap unit 

pe)ayanan publik disnrankan dan didorong untuk menetapkan, 

mendokumenta.silcan, dan memelibara siat= manaje1nen 

pelayanan publik sena secara tcrus menerus meningkatkan 

kttfektlfannya. 

E. Dalam rangka. pelak&a.naan penyusunan atandar pelayanan publik. 

pembma teknis pel~anan publik yang bersangkutan dapat 

melakukan konsultasi dengan mentcri yang bertanggung jawab dl 

bidang pcndayagunaan aparatur negara. 

/;._ BUPATIL 
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